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SALINAN 

' 

BUPATI TOBA SAMOSIR 
PROVDJSI stl'MATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

TOBA SAMOSIR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG 
PENYELENGGARAAN ADMiNISTRASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 
2012 ten tang Penyelen.ggaraan Administrasi Kependudukan 
perlu adanya penyesuaian sehingga pelayanan Administrasi 
Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan 
Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi 
standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak 
diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal 
menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi 
permasalahan kependudukan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019); 

3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 
tentangKeimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5216); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); , 
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31. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan akta kelahiran, kutipan akta 
kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta 
pengakuan anak; dan kutipan akta pengesahan anak, yang memuat jenis 
Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang 
mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan 
tanggal dikeluarkannya akta, r.ama dan tanda tangan Pejabat yang 
berwenang serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data 
yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. 

32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SlAK, 
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di setiap tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana 
sebagai satu kesatuan. 

33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk 
menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. 

34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
seseorang pada register Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir. 

35. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialamipenduduk yang 
harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadappenerbitan atau 
perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya 
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan izin status 
tinggal terbatas menjadi izin tinggal teta.p. 

36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan 
perkawinan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, 
perubahan nama perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa 
penting lainnya. 

37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak 
terhadap anak:nya yang lahir di luar perkawinan yang sah atas persetujuan 
ibu kandung anak tersebut. 

38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang 
lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang 
suamiistri. 

39. Catatan pinggir adalah catatan yang dterbitkan dalam Kutipan Akta 
karena terjadiperubahan.perbaikzn dan penambahan isi Akta. 

40. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan kepada 
setiappenduduk apabila dalam pelaporan peristwa kependudukan 
melampaui batas waktu dan pergantian yang diakibatkan kesalahan data 
oleh penduduk, hilang dan rusak. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Paaal 3 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan hertanggung jawab menyelenggarakan 
urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan 
kewenangan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
b. pembentukan lnstansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 

AdministrasiKependudukan; 
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai 

dengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan; 
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi 

Kependudukan; 



f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan 
Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan: 

g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data 
Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh 
Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam 
negeri; dan 

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

3. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) dalam Pasal 4 diubah, 
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan 
kewajiban yangmeliputi: 

a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; 
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap 

Penduduk atas pelaporanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa 
Pen ting; 

c. mencetak, menerbit.kan, dan mendistribusikan Dokumen 
Kependudukan; 

d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa 

Kependudukan dan PeristiwaPenting; dan 
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan 

oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil. 

(2)Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan 
kewenangan meliputi: 

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; 

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk 
atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; 

c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting untuk kepcntingan penyelidikan, penyidikan, dan 
pembuktian kepada lembaga peradilan; dan 

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

(3)Selain kewenangan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Dinas memunyai 
kewenangan untuk mendapatkan data basil pencatat.an peristiwa 
perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam 
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data 
agregat Penduduk. 

(2) Data perseorangan meliputi : 
a. nomor KK; 
b. NIK; 
c. nama lengkap: 
d. jenis kelamin; 
e. tempat lahir; 







(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas 
mencatat register akta pengakuan anak menerbitkan kutipan akta 
pengakuan anak. 

(5) Dihapus. 

11. Ketentuan ayat ( 1), (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 50 

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas. 
(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah 

melaksanakan perkawinansah menurut hukum agama dan hukum 
negara. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat ada register akta pengesahan anak dan 
menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. 

12. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 63 

(1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan 
dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. 

(2) Petugas Dinas serta pengguna diberikan hak akses sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Petugas Dinas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai 
dengan kewenangannya. 

13. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63 A 
sehingga Pasal 63A berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 63A 

Setiap orang dilarang mernerintahkan dan/atau mernfasilitasi dan/atau 
melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data 
Penduduk. 

14. Ketentuan Pasal 67 dihapus. 

Pasal 67 

Dihapus. 

15. Ketentuan Pasal 68 dihapus. 

Pasal 68 

Dihapus. 



16. Ketentuan Pasal 69 diubah,sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 69 

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan yang melampaui batas 
waktu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tidak dipungut biaya. 

17. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 73 

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/ a tau dokumen 
kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 
Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 A, dipidana dengan pidana 
kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

18. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 
73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 730, 
Pasal 73H, danpasal 731 sehingga Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 
73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 730, Pasal 73H, dan Pasal 731 berbunyi 
se bagai beriku t : 

Pasal 73A 

Setiap orang yang memerintahkan dan/ a tau memfasilitasi dan/ a tau 
melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63A, dipidana dengan pidana kurungan 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 73B 

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana kurungan 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 73C 

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana kurungan 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 73D 

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas dan 
Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan 
pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan 
dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 73E 

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, 
dan/ atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan sebagaimana 



dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 73F 

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, 
dan/ atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana kurungan 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan sperundang-undangan. 

Pasa.l 73G 

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala 
keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (3), atau untuk memiliki KTP lebih dari satu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dipidana dengan pidana 
kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 73H 

(l)DlHAPUS 

Pasal 731 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 738, 
Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 73H, dan Pasal 
731 adalah tindak pidana administrasi kependudukan. 

Pasal 75A 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku: 
a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el"; 

b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat 
terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib 
dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat Penduduk berdomisili". 

20. Ketentuan Pasal 77 dihapus. 

Pasal 77 

Dihapus. 




